BAB IlI

PENUTUP

A.Kesimpulan
Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Pertanggung
Jawaban Pemerintah Terhadap Hak Anak Jalanan Atas Kesehatan, maka berdasarkan
hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
(1) Bagaimana tangung jawaban Pemerintah terhadap hak anak jalanan atas
kesehatannya.

Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan terburuk bagi anak.
Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja mengenai pekerjaan terburuk
bagi anak. Melakukan tindakan lebih lanjut untuk menanggulangi anak-anak yang
bekerja dijalanan. Upaya membuat Peraturan Daerah tentang penanggulangan
anak-anak jalanan oleh Dinas Sosial. Pembentukan PBTA (Penghapusan Bentuk-

bentuk Terburuk Bagi Anak).

(if) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memberikan hak
anak jalanan atas kesehatan.
Komunikasi dari masing-masing Dinas yang tidak lancar. Pemerintah hanya
melakukan sosialisasi saja tanpa melakukan praktek atau tindakan lebih lanjut
tentang PBTA (Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Bagi Anak). Pengawasan

Pemerintah disektor informal yang kurang maksimal. Belum dibuatnya Peraturan
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Daerah oleh Dinas Sosial membuat belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah
Daerah tentang adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PBTA

(Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Bagi Anak).

B. Saran
Untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Hak Anak

Jalanan Atas Kesehatan, maka diberikan saran sebagai berikut :

a. Kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana propinsi Sleman
untuk lebih meningkatkan pengawasan yang baik terhadap anak yang bekerja
dijalanan agar dapat lebih dibina supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal
yang negatif.

b." Kepada orang tua jalanan supaya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan
anak yang dilakukan dijalanan.

c... Diharapkan adanya kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat baik
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA),
maupun rumah singgah dan seluruh lembaga Pemerintah yang bergerak
dibidang ketenagakerjaan dan sosial untuk lebih meningkatkan perlindungan
terhadap pekerja anak dan saling memberikan informasi jika kedapatan anak
yang mendapat perlakuan buruk.

d. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara lembaga terkait dalam hal ini

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk melakukan perlindungan terhadap
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